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ABSTRAK
Pelaksanaan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab
di Kabupaten Buton
(Suatu Studi tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah
di Tinjau dari Aspek Pendapatan Asli Daerah)

Abidin Baso AP
Universitas Terbuka
www.abidin@yahoo.com

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Luas Nyata dan
Bertanggung Jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan
penerimaan PAD, untuk mendapatkan gambaran struktur dan kontribusi PAD
dihubungkan dengan perimbangan keuangan antara Pemeriniahi Pusat dengan
Pemerintah Kabupaten serta untuk mengetahui kinerja peheritaan PAD Pemerintah
Kabupaten Buton.

Metode penelitian menggunakan data sekurider yang di survey pada kantor
lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, yaitu pad4 Kantor Dinas Pendapatan Daerah,
Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. Data-data menyangkut PAD dan
keuangan tersebut kemudian dianalisis secara-deskriptif.

Hasilnya menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD yang potensial dapat
meningkatkan penerimaan PAD «Pemerintah Kabupaten Buton adalah lain-lain
Pendapatan Asli Daerah, retribusi, daerah, bagian laba usaha daerah dan pajak
daerah, kontribusi penerimasf)PAD terhadap APBD termasuk kurang (2,74 persen),
sedangkan implementasi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah masih tersentraslisasi. Dari analisis kinerja penerimaan PAD Pemerintah
Kabupaten Buton, tingkat éfesiensi mencapai nilai-nilai rata-rata sebesar 7,42 persen
pertahun dan tingkat efektifitas mencapai nilai rata-rata sebesar 131,14 persen
pertahun serta tingkat elastisitas mencapai nilai rata-rata sebesar 0,16 persen
pertahun. Qieh)karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber
potensial daerah dalam rangka peningkatan penerimaan PAD.
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ABSTRACT
Implementation of Wide Local Autonomy, Real and
Responsible in Buton Regency
( A Study of Local autonomy implementation,
looking at Local Original Income Aspects)

Abidin Baso AP
Universitas Terbuka
www.abidin@yahoo.com

Key words: Local Original Income, Wide local automomy, real and
responsible.

The goals of this research are : to ideatify local revenue sources that are
adequateiy potential to be processed and developed in order)to increase Local
Original Income (PAD) of Buton Regency, to get @ description about the
structure and contribution of PAD im relation to Fimancial Balance between
Central and Local Government, and to ideriify  the performance of PAD
received of the Government of Buton regency.

Research Method uses secondary ‘datz” which were gathered by
conducting survey from Internal of the -Local Government Office such as the
Local Revenue Services Office, the Finzrcial Manager Office, the Local
Planning and Development Board, and (e Statistical Office of Buton Regency.

Using descriptive analysis, the\resalt of this research indicate that the
potential local revenue sources which cam increase PAD received of Buton
Regency are others of Local Original Income, services charges, dividend from
local government enterprises;-and local taxes. Furthermore the contribution of
PAD received to the¢ Yocal Income and Expenditure Budget (APBD) is
apparently low about|2.74 percent of total revemue of the Local Government.
Where as implenientation of financial balance between central and the local
government is:still, centralized. From the analysis of the performance of PAD
received show that is the efficiency level rated with an average of 7.42 perceat a
year and in‘term of the effectiveness level is indicated by an average of 131.14
percent a year, whereas the elasticity level is at an average of 0.16 perceat a
year. Therefore, there is needed to optimalize in managing the potential of
local revenue sources so as to increase PAD received of Buton Regency.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan rasa syukur yang amat dalam penulis panjatkan kehadirat
Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rakhmat dan RidhoNya,
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM), dengan judul
“pelaksanaan Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab di Kabupaten Buton
(suatu studi tentang pelaksanaan Otonomi Daerah ditinjau dari aspek Pendapatan
Asli Daerah (PAD)). Pemilihan judul tersebut karena dalam faktanya sebagai daerah
otonom di era reformasi ini Kabupaten Buton mengalami perubahan yang luar biasa.
Daerah ini mekar menjadi 4 (empat) daersh otonom, yaitu;\Kabupaten Buton,
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kota Bau-Bau. Sementara sumber
pembiayaannya selama ini masih sangat tergantung kepada belas kasihan
Pemerintah Pusat. Kenyataan ini tentunya tidak pas dengan isyarat Pasal 5 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun, 1999 ftentang Pemerintahan Daerah yang
menegaskan bahwa Daerah  dibentuk” berdasarkan pertimbangan kemampuan
ekonomi, potensi Daerah,’ sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas
Daerah dan pertimbangan’lain yang memungkinan terselenggaranya Otonomi
Daerah. Ini berarti. bahwa eksistensi sebuah daerah otonom pertama-tama harus
didasari ata$\kemampuan ekonomi (PAD), kemudian potensi daerah lalu menyusul
aspek-aspek lainnya. Karena itu pemilihan tema ini dimaksudkan; Pertama, penulis
ingin mengetahui kondisi obyektif mengenai sumber-sumber penerimaan PAD
potensial di Kabupaten Buton, yang selama ini dikelola, dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton;
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Kedua, Penulis ingin mengetahui peranan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton, Periode 2005 — 2007,
sedangkan tujuannya yaitu ingin memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Buton mengenai berbagai masalah yang perlu mendapat perhatian dalam
pengelolaan PAD, sehingga nantinya ada kebijakan baru yang dapat memecahkan
masalah tersebut dan kepada Pemerintah Pusat dengan adanya hasil penelitian ini
diharapkan dapat mengevaluasi kembali seluruh kebijakan yang dirasa tidak adil
oleh Daerah Kabupaten/Kota selama ini, berkenaan dengan kebijakan penyerahan
pajak-pajak sebagai sumber peneriinaan PAD Kabupaten/Kota.

Sama halnya dengan kegiatan ilmiah lainnya, dalam penulisan TAPM ini
penulis pun tidak sedikit mengalami hambatan. Hambatari-hambatan itu antara lain
karena keterbatasan penulis sendiri, baik dalami\ hal kemampuan mengolah dan
menyerap teori-teori yang diberikan dosen~(insrukfur) maupun melalui buku-buku
kepustakaan yang ada. Selain itu karena keterbatasan waktu, minimnya buku-buku
literatur yang dimiliki dan sebagainya. Namun karena adanya bantuan dan dorongan
dari berbagai pihak, terutaria dosen pembimbing, isteri dan anak-anak tercinta maka
Alhamdulillah semua hambatan itu dapat dilalui dengan selamat.

Oleh karena. itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan
ucapan terimia kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka-Jakarta.
2. Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Terbuka
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3. Drs. Wawan Ruswanto, M.Si selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ UT-
Kendari

4. Ir. H. LM. Sjafei Kahar, selaku Bupati Buton, yang selama ini banyak sekali
membantu penulis, baik secara pribadi maupun sebagai Pejabat Bupati Buton,
termasuk memberikan izin mengikuti pendidikan program pasca sarjana di
UPBJJ-Kendari.

5. Suciati, Ph.D selaku Asisten Direktur PPs UT dan Dra. Susanti, M.Si selaku
ketua bidang ISIP UT.

6. Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si dan Prof. Dr. Laode Harafah, SE, MS, selaku
dosen pembimbing, yang banyak sekali memberikan masukan, dorongan dan
bantuan sehinggd TAPM ini dapat diselesaikan tepat wakti.

7. Segenap para Dosen tutorial dan seluruh staf Adriinistrasi di Lingkungan UPBJJ
UT-Kendari

8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton, Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten\Buton, Kepala Kantor Badan Pusat Statistik
Kabupaten Buton dan Kepala Bappeda Kabupaten Buton serta teman sekantor
yang penulis tidak ‘dapat sebutkan namanya satu-persatu, yang banyak
memberikan-bantian dan dorongan, mulai dari pengumpulan data/informasi
sampai pada penyelesaian TAPM ini.

9. Muhammad Zafirah, Indra Warsyadi, S.Pi dan Agung Surya Kusuma, S.Hut

yang banyak membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data.
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10. Isteri dan anak-anak tercinta serta seluruh keluarga, yang senantiasa memberikan
motivasi dan mendoakan penulis, sehingga TAPM ini dapat diselesaikan tepat
waktu.

Semoga segala amal dan kebaikan yang penulis terima selama ini mendapat
balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan selanjutnya sebagai manusia yang
memang banyak kekurangannya, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik
demi penyempurnaan TAPM ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga TAPM ini dapat berguna bagi

Daerah, Bangsa dan Negara, Amin..!!!

Kendari, 22 Desember 2009

Penulis,

YN

-—
Abidin Baso, AP
NIM : 014639104
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Suryaningrat (1980:19), otonomi berasal dari kata aquto berarti
sendiri dan nomos berarti undang-undang/aturan, otonomi berarti mengatur
sendiri didalam tata pemerintahan di daerah (local government), otonomi
diartikan sebagai mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Dalam wacana administrasi publik, Daerah-otonom sering disebut local
self government. Daerah otonom berbeda derigan daerah saja yang disebut
sebagai local state govermen. Otonomi_Dacrah berarti hak, wewenang dan
kewajiban Daerah untuk mengatur/dan mengurus rumah tangganya sendiri
sesuai dengan perundangan..yang berlaku (Sarundajang, 1999). Menurut
pasal 1 huruf (h) Undarig-undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah
adalah kewendngan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan \masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada
azas desentralisasi dalam wujud otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Adapun tujuan pemberian otonomi kepada

daerah adalah :

11
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a. untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pembangunan.

b. untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan.

c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan
pembangunan daerah.

Rulland (dalam Radianto, 1997:57), menyebutkan tiga dimensi
Otonomi Daerah “yaitu dimensi peraturan daerah ocal corstitutional),
dimensi sumberdaya (resources dimension), ‘dai dimensi keterkaitan
(linkage dimension)”.

Hoessein (2000:78), mengemukakari lakikat konseptual Otonomi
Daerah terdiri dari tiga matra, yaitu “matra politik dalam bentuk
wewenang untuk mengambil~ keputusan kebijaksanaan, matra
administrasi dalam bentuk .weWwenang untuk mengambil keputusan
administrasi dan matra keuangan dalam bentuk wewenang untuk
menggali sumber-sumber dayakeuangan dan membelanjakannya guna
tugas-tugas rutin dan/pembangunan”.

Rasyid (dalam Yakoub,2000:97) menyatakan bahwa:

Hakikat Otonomi‘Daerah adalah terdapatnya keleluasaan Pemerintah
Daerah (discretioriary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan
sendiri atas-dasar prakarsa, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam
rangka ‘mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan
Otoriomi Daerah tidak hanya berarti melaksanakan sendiri apa yang
dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya
pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat
menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat,
melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya
sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan
yang cukup luas kepada Pemerintah Daerah guna mengatur dan
mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan
dan potensi daerahnya. Kewenangan artinya keleluasaan untuk
menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun pusat
sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan Pemerintah
Pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensi yang ada di
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daerahnya, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif,
menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan
daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah yang memadai yang didasarkan atas kriteria obyektif

dan adil.

Dari ketiga pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa salah
satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu
menyelenggarakan Otonomi Daerahnya, terletak pada kemampuan keuangan
daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang| “pukup untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya,

2. Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab

Otonomi luas, nyata dan bertanggung.jawab, adalah prinsip Otonomi
Daerah yang dianut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana “ditegaskan pada konsideran undang-
undang tersebut, pada hufuf. (c) bahwa dalam menghadapi perkembangan
keadaan, baik didalam{matpun diluar negeri, serta tantangan persaingan
global, dipandang, perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
Daerah sécara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman
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Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

- Otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu
keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat
dalam penyelenggaraznnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

- Otonomi nyata adalah keleluasaan [Dacrah” untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tuambuh, hidup,'dan berkembang di Daerah.

- Otonomi yang berfanggung jawab adalah berupa perwujudan
pertanggungjawadbari, Sebagai konsekwensi pemberian hak dan
kewenangan “kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang
harus ‘dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi,
berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan
pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan
Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keuruhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
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Otonomi Daerah menunjukkan bahwa kewenangan dan keleluasaan
daerah dalam melaksanakan pembangunan semakin luas dan nyata serta
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mengingat
penyelenggaraan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonom dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan,
pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah, maka prasyarat yang

harus dipenuhi sebagai daerah otonom adalah:

a. adanya sumber daya manusia aparatur yang berkeahlian;

b. adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan «masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan karekteristik daerah;

c. tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan Pemicrintah Daerah;

d. bahwa daerah otonom yang kita terapkan adalah otonomi dalam
koridor Negara Kesatuan Republik \Indonesia, di samping itu,
kebijakan Otonomi Daerah tersebut “lebih diarahkan kepada
pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut.

1) peningkatan pelayanan/publik’dan pengembangan kreatifitas
masyarakat serta aparatur.pemerintah di daerah;

2) kesetaraan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dan antara Pemerintah Daerah dalam kewenangan dan
keuangan;

3) menjamin” peningkatan rasa kebanggaan, demokrasi dan
kesejahterdan masyarakat di daerah;

4) menéipfakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (dalam
Yakoub, 2000:67).

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan daerah dalam berotonomi
perlu disimak pernyataan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah yang mengungkapkan ada lima variabel sebagai faktor
pokok untuk mengukur kemampuan tersebut yaitu:

a. kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh berapa besar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah (total) pembiayaan
daerah;
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b. kemampuan aparat, berapa rasio jumlah pegawai terhadap jumlah
penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan
formal dan pendidikan fungsional aparat;

c. partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa yang menyangkut kesehatan dan pelayanan
sosial;

d. kemampuan ekonomi yaitu nilai rata-rata pendapatan perkapita
berapa presentase sektor-sektor pertanian, pertambangan dan
pemerintahan terhadap PDRB,;

e. kemampuan demografi indikasinya berapa pendapatan penduduk,
pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, rasio
ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, usia muda,
pendidikan diutamakan dan kemungkinan tersedianya [apangan
kerja (hal 7).

Lebih lanjut Affan (dalam Radianto, 1997:93), mengemukakan bahwa:

kunci pelaksanaan Otonomi Daerah adalah seberapa besar kewenangan

yang dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah, jadi bukan'pada besar dan
kecilnya uang yang dimiliki oieh pemerintah/di daerah, karena subsidi
keuangan dari Pemerintah Pusat merupakari, kewajiban yang harus
dilaksanakan, karena semua Pemerintah/ Daerah telah membantu

Pemerintah Pusat menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewajiban

Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam menilai otonomi yang diberikan

kepada suatu dacrah ada tiga acuan yang dapat digunakan sebagai

berikut.

a. harus sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, disini
tercakup pengeftian® bahwa otonomi yang diberikan harus
memperhatikan) “pémbangunan dibidang politik” atau dengan
perkataan Aairi aspek politik dari Otonomi Daerah adalah lebih
menonjol, dari’aspek pendemokrasian. Pemberian otonomi kepada
daerah“tidak seharusnya menghambat pembinaan politik secara
nasional,

b. harus terdapat hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; acuan yang demikian
adalah didasarkan atas asumsi bahwa seluruh daerah di Indonesia
yang mempunyai hak otonom adalah bagian yang terikat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya hubungan antara
pusat dan daerah akan tetap selalu ada. Mekanisme pemerintahan
hanya dapat berjalan dengan baik bilamana hubungan tersebut
bersifat serasi. Keserasian hubungan antara pusat dan daerah akan
terganggu bilamana kekuasaan didaerah terlalu besar sehingga
usaha untuk membina daerah yang bersangkutan akan mengalami
kesulitan.
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c. harus menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Hal ini
adalah sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi
kepada daerah menurut GBHN adalah dalam rangka pembangunan.
Untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah, maka daerah tersebut
harus membangun diri atau di bangun. Dalam hubungan ini kiranya
masih dianut suatu anggapan bahwa, suatu daerah tidak akan
mampu untuk membangun sendiri daerahnya tetapi pembangunan
daerah itu harus merupakan bagian dari pembangunan nasional
secara menyeluruh atau dengan kata lain masih memerlukan
dukungan dari luar daerah yang bersangkutan.

3. Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber Penerimaannya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang benar-
benar dipungut dari daerah yang bersangkutan yang merupakan akumulasi
atas penjumlahan dari pungutan pajak daerah, retribusi’daerah, hasil dari
perusahaan daerah dan sumber pendapatan daerahlainnya yang sah.

a. Pajak Daerah

Defenisi atau pengertian.pajak' menurut Rochmat Soemitro (dalam

Mardiasmo, 2003:1)
“Pajak adalah iuran.rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat-dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan vntuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mardiasmo, (2003:1) ada dua fungsi pajak sebagai

berikut.

1)" fungsi budgetair.
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.

2) fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh :
(1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras.
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(2) pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah
untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
(3) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong
ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.
Sedangkan menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan atas:
1) pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Materai.
2) pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
(1) pajak Provinsi, contoh Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.
(3) pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak_‘Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak
Penerangan Jalan.

Secara operasional untuk menilai kelayakan pajak daerah, harus

memenuhi sedikitnya tujuh kriteria sébagai berikut.

1) hasil
Hasil ini meliputi .beberapa aspek yakni hasilnya harus
mencukupi berkaitan dengan fungsi belanja Pemerintah Daerah
harus dapat diperkirakan harus elastis yakni dapat mungkin
bertambah sécara Otomatis sesuai dengan tingkat inflasi,
pertumbuhdn penduduk, kenaikan pendapatan dan permintaan
barang/dan_jasa, ongkos pungut dan penerimaan pajak harus
rendah:

2) pemerataan
Pemherataan meliputi dasar pengenaan pajak dan subyek yang
memmbayar harus jelas, harus ada pemerataan horizontal, artinya
wajib pajak dalam situasi ekonomi yang sama seharusnya
memikul beban pajak yang sama pula, harus ada pemerataan
vertikal yakni mereka yang mempunyai pendapatan dan
kekayaan lebih besar harus menyumbang lebih dari pada
mereka yang miskin.

3) efisiensi ekonomi
Perpajakan daerah harus mendorong alokasi sumber yang
efisiensi dalam bentuk sedikit mungkin mempengaruhi
keputusan para konsumen dan produsen. Sedapat mungkin
pajak yang dirumuskan tidak mengganggu barang dan faktor-
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fakror produksi kecuali kebijaksanaan semacam itu
dikehendaki.

4) kemampuan melaksanakan
Pajak-pajak seharusnya direncanakan agar dapat dilaksanakan
dalam kemampuan administrasi yang ada (atau pengembangan
kemampuan tersebut secara realistis), yakni jumlah pegawai,
keahlian, kejujuran yang diperlukan dan sistem administrasinya.

5) ketepatan sebagai sumber pendapatan daerah
Tidak semua pajak yang dinilai baik dari kriteria diatas tepat
sebagai sumber pendapatan daerah. Kriteria tambahan yang
diperlukan adalah: daerah yang akan memperoleh penerimaan
harus jelas, tempat pemungutan pajak sedapat mungkin
merupakan tempat pembayaran pajak, pajak daerah lebih baik
memusatkan pada obyek-obyek yang lokasinya tidak mudah
berpindah dan pajak daerah difokuskan pada pajak-pajak yang
administrasinya mudah dan kepekaan politisnya.

6) faktor politis
Hendaknya dapat dihindari penoldkan- masyarakat yang
diakibatkan oleh pengenaan pajak ‘yang tumpang tindih.
Pengurangan jumlah pajak dapdt dilihat sebagai upaya
pemerintah untuk menciptakampenyederhanaan dengan tujuan
untuk membuat perpajakan, daerah lebih dapat diterima
masyarakat.

7) dampak ekonomi
Penyederhanaan pérpajakan daerah juga memberikan dampak
pada kegiatan perkonomian daerah, baik yang bersifat negatif
maupun poSitif * Hal ini perlu dipertimbangkan untuk
menetapkdn) atau meniadakan pajak (Sidik dan Machfud,
1999:113):

Menurut-Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat (6)

pajak daerah’adalah.
Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
dacrah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan dacrah. Badan yang dimaksud
dalam ayat (7) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
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organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam rangka meningkatkan

penerimaan daerah, masing-masing jenis pajak daerah mempunyai

prospek yang baik, ditentukan demikian karena selama ini
pemungutan pajak dimaksud belum dilakukan secara efisien dan
efektif.

Oleh karena itu peningkatan dan pengembangan penerimaan pajak

daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemampuan

aparat pengelola yang didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah
yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Menurut Davey (1998:39) pajak daerah diartikan berikut ini.

1) pajak yang dipungut oleh Pemerintah Dacrah dengan
pengaturan dari daerah sendiri.

2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi
penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Dacrah.

3) pajak yang ditetapkan dan atau dipungut ‘oleh Pemerintah
Daerah.

4) pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah
Pusat tetapi hasil pungutannya-diberikan kepada daerah dan
akan dibagi hasilkan dengan atad dibebani pungutan tambahan
(opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pendapat para_ahli tersebut di atas, pajak daerah
mempunyai ciri sebagai berikut,
1) pajak daerah mérupakan iuran dari rakyat kepada Pemerintah Daerah
yang sewaktu —waktu dapat dipaksakan.
2) ketentuarn pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku seperti peraturan daerah.
3) tidak mendapat balas jasa secara langsung.
4) kegunaannya adalah untuk membiayai pembangunan.
Berkaitan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka
dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dacrah sedapat mungkin

disesuaikan dengan potensi yang ada dan tingkat kemampuan ekonomi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41110.pdf
21
masyarakat dan atau lembaga sebagai obyek dan wajib pajak. Oleh
karena itu peningkatan penerimaan pajak dacrah mempunyai kaitan yang
erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama
peraturan daerah dan sedapat mungkin disesuaikan dengan kondisi
daerah.

Menurut Undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak
Kabupaten/Kota terdiri dari; a) pajak hotel; b) pajak restoran; c) pajak
hiburan; d) pajak reklame; d) pajak penerangan  jalan; e) pajak
pengambilan bahan galian golongan C dan; d) pajak perkir.

Selain memungut jenis-jenis pajak tersebut; oleh Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000, memberikdn, peluang kepada Daerah
Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang
memenuhi syarat, selain Kketyjuh” jenis pajak yang telah ditetapkan.
Pemungutan pajak (tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah
sepanjang memenulii kriteria dibawah ini.

a. bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak
yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan
dalam definisi pajak.

b, objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas
yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah
daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut
dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara
pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek

ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan.
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d. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau
objek pajak pusat.

e. potensinya memadai. Maksudnya adalah. Bahwa hasil pajak
cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan
laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju
pertumbuhan ekonomi daerah.

f tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya
adalah pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber
ekonomi efisien dan tidak merintangi arus sumber daya
ckonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.

g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak
harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah
pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang
bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan mémperhatikan
keadaan wajib pajak.

h. menjaga kelestarian lingkungan maksudnya‘adalah bahwa pajak
harus bersifat netral terhadap lingkurigan;-yang berarti bahwa
pengenaan pajak tidak memberikan-peluang kepada Pemerintah
Daerah dan masyarakat untuk mergsak’ lingkungan yang akan
menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Menurut Anwar Shah (dalam Richard M Bird dan Francois

Vaillancourt, 1998 : 167) meyatdkan bahwa:
Saat ini dengan kondisi'sistem umum penugasan pajak di Indonesia,
beberapa kemiungkinan untuk meningkatkan kewenangan
perpajakan Pémerintah Daerah dapat dipertimbangkan. Pertama,
Pemerintah’ Daerah dapat diberi peran yang lebih besar dalam
pengadmunistrasian (termasuk menentukan besarnya tarif) pajak
bumi dan bangunan. Sebagai obyek yang tidak bergerak, pengenaan
pajak bunii dan bangunan sesuai jika ditangani Pemerintah Daerah.
Pemerintah Pusat dapat tetap melakukan pengenaan pajak di daerah
yang lebih kecil, tapi cukup melakukan supervisi di daerah
pérkotaan dengan tingkat urbanisasi tinggi. Kedua, cukai yang ada
di Inonesia diterapkan sebagai pajak-pajak penjualan khusus
bertingkat tunggal (terutama untuk barang-barang mewah) dan PPN
— yang merupakan pajak-pajak berbasis pemukiman (tempat
tinggal) — pada prinsipnya dapat ditugaskan pada provinsi. Ketiga,
Pemerintah Daerah dapat diijinkan untuk memungut pajak
konsumsi bahan bakar. Pada tarif yang wajar, pajak seperti itu dapat
meningkatkan pendapatan daerah dalam jumlah besar, disamping
dapat mendukung tujuan-tujuan lingkungan. Dengan tingkat
konsumsi masyarakat seperti saat ini, pengenaan 5 persen terhadap
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penjualan premium dan solar akan meningkatkan pendapatan 65
persen — bila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota (Dati II).
Keempat sumber pajak bumi dan bangunan dapat ditingkatkan
dengan melembagakan pungutan halaman/pembangunan (pajak per
meter persegi) halaman depan untuk bangunan-bangunan baru yang
penerimaannya digunakan untuk pembiayaan infrastrutur dasar).
Kelima kemungkinan untuk menarik pajak dari obyek yang pada
dasarnya bukan merupakan pelayanan pemerintah seperti telepon,
perlu di jajaki.

b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan\atau diberikan
oleh Pemerintah Dzerah untuk kepentingan orang pribadi ataun badan
(Pemerintah RI dalam Santosa, 2002:48).
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menggolongkan retribusi

dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1) retribusi jasa umum,yakni pungutan yang dilakukan oleh
Pemerintah Dacrah' atas penyediaan pelayanan yang
dimanfaatkan secara langsung (bukan pengendalian) oleh orang
atau badan_yang/tidak bertentangan dengan fungsi Pemerintah
Daerah;

2) retribusi/jasa usaha, adalah pungutan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah atas penyediaan pelayanan kepada orang
atau badan yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
selctor swasta,

3) retribusi perijinaan adalah pungutan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutup biaya
yang dikeluarkan sebagai pengendalian atas suatu kegiatan
tertentu yang menyangkut kepentingan umum;

Dengan lahimya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ini
menjadikan keleluasaan Pemerintah Daerah terbatas untuk membuat
keputusan tentang retribusi, karena Pemerintah Daerah akan memungut

retribusi yang sudah ditetapkan dan tercantum dalam peraturan
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pemerintah. Namun sesungguhnya perundang-undangan ini juga tidak
menghalangi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan retribusi baru,
sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dan persyaratan yang digariskan
dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
Santosa (2002:68 ) prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi

daerah adalah sebagai berikut. ,

1) untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan
kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan
jasa yang bersangkutan, keperluan masyarakat dan aspek
keadilan;

2) untuk jenis retribusi jasa usaha, didasarkan’ pada tujuan
memperoleh keuntungan yang layak;

3) untuk retribusi perizinan tertentu didasarkasn pada tujuan untuk
menutup sebagaian atau sama dengan biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

Subyek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo, (2003:103) sebagai

berikut :

1) retribusi jasa umim'@adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan jasa umum yang
bersangkutan(

2) retribusi jasa «wusaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa wusaha yang
bersangkutan.

3) retribusi perjanjian tertentu adalah orang pribadi atau badan
vang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah menurut

Saragih, J.P (2003:65) tidak hanya didasarkan atas obyeknya, tetapi

juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi

bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi fan besarnya biaya
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk
melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya.

Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah,

maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Selanjutnya

semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu
pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap
masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi
semakin besar. Namun banyak jenis retribusi yang dikenakan
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kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal.
Oleh sebab itu, kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan
kontroversial di daerah, baik sebelum maupun sesudah Otonomi
Daerah diberlakukan. Karena terkadang Pemda memungut retribusi
tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Anwar Shah (dalam Musgrave, A. Richard & B. Peggy,
1993 : 169) di Indonesia retribusi memberikan sumbangan yang
cukup besar terhadap total penerimaan daerah (sekitar 15 persen di
Dati I dan 50 persen di Dati II). Namun demikian pemanfaatan
retribusi ini masih dibawah potensi yang ada. Di tingkat Dati I
hasil retribusi hanya dapat menyumbanglQ persen dari total
pengluaran untuk pelayanan publik.

c. Bagian Laba Badan Usaha Daerah / Perusahaan Daerah

Bratakusumah dkk (2002:256) menjelaskan bahwa:

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan atau badan hukum
yang didirikan berdasarkan Undang-undang-Nomor 5 Tahun 1962
yang modalnya baik seiuruhnya maupun sébagiannya merupakan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian Pemerintah
Daerah dapat bertindak selaku‘pemilik sepenuhnya perusahaan
tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada
perusahaan tersebut.

Berdasarkan ketentuanpada pasal 4 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1962 perusahdan. daerah didirikan dengan suatu peraturan daerah.
Peraturan daerdh ‘tersebut merupakan dasar hukum atas berdirinya suatu
perusahaairdaerah.

Selanjutnya pada Undang-undang yang sama pasal 5 menyebutkan

bahwa perusahaan dacrah merupakan badan usaha yang bersifat:
1) memberi jasa,
2) menyelenggarakan kepentingan umum,
3) memupuk pendapatan.
Dengan demikian disamping menyelenggarakan sebagian dari tugas
dan kewenangan Pemerintah Daerah yakni menyediakan pelayanan
dasar dan pelayanan umum, Perusahaan daerah seyogyanya dapat
menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat dikontribusikan
dalam pendapatan asli daerah.
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Menurut Sularno dalam Santoso. R (1971:91) “hasil perusahaan
daerah adalah bagian dari keuntungan/laba bersih dari perusahaan
daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah
selanjutnya disingkat BUMD”.

Menurut Saragih, J.P (2003:71) bahwa:

Kedudukan, fungsi dan tujuan pendirian suatu perusahaan daerah
(BUMD) diatur dalam Undang-undang tentang perusahaan daerah
dan masih berlaku sampai saat ini. Posisi perusahaan daerah atau
BUMD di era otonomi sebenarnya sangat penting dan strategis
sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan
penerimaan PAD. Namun, dalam perkembangannya sering kita
lihat banyak perusahaan daerah yang rugi bahkan punya hutang.
Yang lebih menyesakkan adalah sudah rugi malah menguras kas
daerah dengan argumentasi untuk menyelamatkan perusahaan dan

karyawan.
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Sularno dalam Santoso. R (1971:93) bahwa:

pendapatan daerah yang sah adalah péndapatan daerah yang bukan
berasal dari PAD dan pendapatan Pemerintah Pusat, misalnya
sumbangan pihak ketiga termasuk pinjaman daerah.

Sumber Pendapatan Daerah, lainnya adalah Pendapatan lain-lain
yang diperoleh secara sah ol¢h pemerintah. Pemerintah Kabupaten
mempunyai tugas (dan” hingsi memberikan pelayanan kepada
masyarakat tanpasmemperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-
batas tertentu dapat dipergunakan dan bertindak sebagai organisasi
ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan untuk
menambsah penghasilan daerah.

4. Keuangan Datrah

Dalam konteks pembangunan daerah, menurut Ardani (dalam Sriyana,
1999:29) Rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih
lanjut pola dasar pembangunan daerah. Rencana tahunan merupakan
- pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah karena jelas kaitannya
dengan anggaran yang telah disusun. Dalam pengelolaan keuangan
daerah salah satu masalah adalah sulitnya dalam penentuan kebutuhan
keuangan Pemerintah Daerah secara obyektif dan rasional. Faktor
pertama yang menentukan kebutuhan keuangan ini adalah urusan yang
harus dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah.
Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah
seharusnya responsif dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
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Interpretasi dari tuntutan dan kebutuhan ini ditentukan oleh berbagai
faktor seperti tuntutan kontrol politik pusat terhadap daerah, tekanan
ekonomi, finansial, faktor fisik dan demografis daerah serta ekspektasi
masyarakat.

Konsep keuangan daerah dalam penjelasan Undang-undang Nomor 25

Tahun 1999 dinyatakan bahwa:

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah. Sumber
pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar“desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian keuangan daerah dapat\ ‘diartikan sebagai
hak/kekayaan daerah yang dapat dinilai déngan’uang, demikian juga
segala sesuatu yang dapat dijadikan milik da¢rah atau menjadi beban
daerah berhubungan dengan hak tersebut:

Keuangan dacrah dapat bersumber dari’Pemerintah Daerah dan juga
dari Pemerintah Pusat, sumber perabiayaan itu tergantung tugas yang
dilaksanakan oleh daerah. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah
dan DPRD dibiayai dari(dan.atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Semeiitarda penyelenggaran tugas pemerintahan di
daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, seperti buityi-pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Selanjutnya daldém Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, sumber-
sumber penefimaan”daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut pasal

3, 4 dan'6 ‘terdiri dari:
a,_ Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

1) Pajak Daerah;

2) Retribusi Daerah;

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah lainnya yang di pisahkan.

4) Lain-lain PAD yang sah (jasa giro,dan hasil penjualan aset).

b. Dana perimbangan.

1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari
sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum.
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3) Dana Alokasi Khusus.
¢. Pinjaman Daerah; dan
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara garis besar sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan
desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan,
pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Sumber
pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari
dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil
Retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Radianto (1997:42) bahwa“Pada hakikatnya, pembangunan
ekonomi merupakan suatu proses ‘transformasi yang mencakup baik
perubahan kuantitaif seperti peningkatan pendapatan nasional maupun
perubahan kualitatif seperti_perubahan dalam struktur perekonomian,
kelembagaan dan lain-lain™.

Sumitro Djoyohadikusumo” (1994:41) mengartikan pembangunan
ekonomi sebagai perangkat perubahan yang saling berkaitan di dalam
struktur suaty” perekonomian yang diperlukan bagi terciptanya
pertumbuhan” ydng terus menerus. Pembangunan ekonomi sebagai
suatu proses, tfansformasi struktural ditandai antara lain dengan
meningkatnya sumbangan (share) sektor manufaktur dan jasa-jasa di
dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di satu pihak, dan
sefnakin menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam PDB di pihak
lain/ Hal ini menunjukkan bahwa salah satu indikator berkembang
tidaknya suatu perekonomian adalah dilihat dari sumbangan sektor
industri dan jasa-jasa dalam PDB. Artinya bahwa makin besar
sumbengan sektor industri dan jasa-jasa dalam PDB, berarti negara atau
perekonomian tersebut makin maju.

Dari pemikiran tersebut dapat dibuat suatu asumsi bahwa makin maju
perekonomian suatu daerah maka akan makin tinggi pendapatan daerah

sehingga makin siap daerah tersebut untuk menjadi daerah otonom.
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Menurut Saragih, J.P (2003:29) jika pertumbuban ekonomi daerah
sebagian besar disumbangkan oleh pengeluaran Pemerintah Daerah,
maka belum dapat dikatakan Otonomi Daerah berhasil. Justeru
sebaliknya, yaitu peran ekonomi masyarakat lokal — seperti investasi —
harus lebih didorong didalam mempercepat peningkatan pembangunan.
Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat daerah bahwa ekonomi
masyarakat lokal akan memberi wama dan kualitas dari otonomi.
Kewenangan penyelenggaraan sebagian bidang pemerintahan oleh
Pemda merupakan suatu sarana saja untuk mempermudah masyarakat
atau institusi dalam masyarakat di daerah meningkatkan perannya
dalam berbagai aspek kehidupan. Pemda berfungsi sebagai fasilitator,
secara alami masyarakat akan semakin mandiri dalam mengatur
kehidupannya.

Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki merupakan peluang
yang baik untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masSyarakat lokal.
Jika saja investasi disuatu daerah berkembang dengan.baik, maka akan
mendorong pertumbuhan industri dan peningkatan perdagangan barang
dan jasa antar daerah. Dalam otonomi hal”ini ‘sangat memungkinkan
untuk dikembangkan secara alami, tanpa-butuh’banyak pengaturan dari
Pemerintah Daerah atau Pusat. Bahkan soatu daerah dapat melakukan
perdagangan barang secara langsung .deéngan negara lain. Karena
globalisasi memungkinkan hal® tw. Disinilah keleluasaan daerah
didalam mengembangkan per¢konomian atas prakarsa sendiri.

Menurut Fisipol UGM dan-Balitbang Depdagri, (1991:21) kemampuan
suatu daerah menjadi da¢rali’ otonom dapat dilihat dari 6 (enam) faktor
yaitu:

Kelembagaan, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Peralatan, Partisipasi
Masyarakat, Organisasi dan Administrasi serta Demografi. Dari
keenam aspek térsebut, faktor Keuangan Daerah sangat menentukan,
kemampuan ‘Sudta daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Keuangarr-Daerah yang memadai dari suatu daerah juga dapat dijadikan
sarana ‘untuk menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia yang memadai, hal ini dikarenakan aspek Keuangan Daerah
mepunjuk kepada ketersediaan sumber-sumber keuangan asli daerah
yang mampu menjamin pembiayaan semua kebutuhan otonomi.

Keterkaitan aspek-aspek ini sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah
menjadi suatu daerah otonom menurut Balitbang Depdagri, (1991:21) dapat

digambarkan sebagai berikut.
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Gambar : 2.1 Hubungan antara faktor-faktor utama Otonomi Daerah denigan kesiapan Pemcrintah
Daerah menjadi Daerah Otonom.

6. Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerdh

Menurut Koswara, (2000:51) bahwa:

Pengaturan kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang
mengatur pengalokasian dana périmbangan, yaitu bagian dari
penerimaan negara yang dihitung menurut kriteria/formula berdasarkan
obyektivitas, pemerataafi ddan keadilan. Dengan dialokasikannya dana
yang lebih besar dan pasti.kepada daerah, diharapkan daerah akan lebih
mampu memacu__pembangunan daerah, sehingga kesenjangan
pertumbuhan arntar daerah dapat dikurangi, demikian pula pembagian
dana yang rasional’dan adil kepada daerah-daerah penghasil sumber
utama peénerimiaan keuangan negara akan Iebih memeratakan
pembangunan,” mengurangi kesenjangan sosial, dan meredam
ketidakpuasan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, bahwa:

Dalam rangka pembiayaan pelaksanaan desentralisasi kepada daerah di
alokasikan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber
pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan
penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana
alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu
sama lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber saling
mengisi dan melengkapi.

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber
daya alam, merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya
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memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Alokasi Umum (DAU)
di alokasikan dengan tujuan pemerataan yang besarnya minimal 25%
dari penerimaan dalam negeri, dengan pembagian 10% untuk Provinsi
dan 90% untuk Kabupaten/Kota. Penentuan besarnya DAU untuk
masing-masing daerah dilakukan dengan memperhatikan potensi
ekonomi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan
tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar
daerah yang maju dan yang berkembang dapat diperkecil. Dana
Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-
kebutuhan khusus daerah. Disamping itu untuk menanggulangi keadaan
mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana
darurat. Dengan demikian, undang-undang ini selain memberikan
landasan pengaturan bagi pembagian keuangan daerah antara
Pemerintah Pusat dan daerah, juga memberikan landasan bagi
perimbangan keuangan antar daerah.

Untuk membiayai kebutuhan daerah (yang secara langsung dapat
menghasilkan penerimaan bagi daerah), maka, dacrah dimungkinkan pula
untuk mendapatkan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri yang
secara penuh kewenangannya ada/pada daerah maupun luar negeri dengan
persetujuan pemerintah. Selanjutnya rincian sumber penerimaan daerah
berikut bagian daerah dari-diberlakukannya dana perimbangan dapat dilihat

pada tabel 2.1 berikut4ni.
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Tabel. 2.1 Sumber-sumber Penerimaan Daerah
A. Pendapatan Asli Daerah DIATUR DALAM UU NO. 18 TAHUN 1997 :
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Perusahaan Milik Daerah a. Bagian Laba
b. Deviden
¢. Penjualan Saham Milik Daerah
d. Lain-lain
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | a. Hasil Penjualan Asset Milik Daerah
yang Sah b. Jasa Giro
¢. Lain-lain
B. DANA PERIMBANGAN BAGIAN DAERAH UNTUK :
1. Bagi Hasil a. PBB (90%)
b. BPHTP (80%)
¢. Kehutanan (80%)
d. Perikanan (80%)
e. Pertambangan Umum (80%)
f. Minyak (royalti) (15%)
g. Gas Alam (30%)
2. Alokasi Umum a. Untuk Pemda sebesar'25% dari Penerimaan
Dalam Neggéri,/dengan perincian :
* Dati J (10%)
* Dati II (90%)
b. PBB (10%)
c. BPHTP (20%)
Butird dan ¢ seluruhnya untuk Dati II
3. Alokasi Khusus a."»Kebutuhan Khusus
b.. Dana Reboisasi (40%)
C. PINJAMAN DAERAH a,” Sumber Dalam Negeri (daerah sendiri)
b. Sumber Luar Negeri (melalui Pemerintah
Pusat
D. LAIN-LAIN PENERIMAAN/YANG | a. Hibah
SAH b. Dana Darurat
c. Lain-Lain

Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai konsekwensi logis dari implementasi desentralisasi tersebut
adalah adanya penyerahan/pelimpahan kekuasaan/kekuatan dalam
menggunakan dana yang berasal baik dari Pemerintah Pusat sesuai
dengan urusan/kewenangan yang telah diserahkan maupun dana yang
berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Terkait dengan kondisi saat ini,
dana untuk membiayai pelaksanaan azas desentralisasi ini tidak dapat
atau belum dapat mengandalkan dana PAD, yang secara proporsi
besarnya rata-rata baru mencapai kurang dari 15 persen. Dengan
demikian masih sangat tergantung pada dan perimbangan dari
Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini didominasi oleh Dana Alokasi
Umum yang jumlahnya cukup besar (PAU-FE UGM, 2000:22).
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Implikasi pengaturan perimbangan keuangan terhadap daerah adalah
perlunya peningkatan kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah sejalan dengan semakin besarnya dana yang dapat dikelola oleh
daerah sendiri tanpa pengaturan pusat. DAU secara proporsional merupakan
komponen terbesar dari dana alokasi pusat, namun demikian, DAU untuk
masing-masing daerah tidaklah sama, dimana untuk daerah yang memiliki
kemampuan keuangan relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil
dan sebaiknya, dengan tetap memperhatikan kebutuhandaerah yang
bersangkutan.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam pelaksanaan
Otonomi Daerah, Kaho dan Josef Riwu (1997:125) menegaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan

efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan

pelayanan dan pembangunan -daerah dan Keuangan inilah yang
merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui kemampuan
daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus
rumah tangga daefah’ membutuhkan biaya yang memadai. Tanpa adanya
biaya yang “cukup, maka bukan saja bagi daerah tidak dapat
menyelenggarakan tugas, kewajibannya dan kewenangan yang ada padanya
dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, akan tetapi ciri pokok
dan mendasar bagi suatu daerah otonomi menjadi hilang.

Menurut Ratih Nur Pratiwi (1985:42) bahwa:

Salah satu permasalahan yang timbul dari nuansa desentralisasi

keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah kesulitan dalam

menentukan kebutuhan keuangan (need assessment), secara obyektif
dan rasional, untuk itulah diperlukan adanya kejelasan urusan keuangan
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yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh
Pemerintah Daerah. Hanya dengan jalan itu penerimaan dan
pembiayaan/pengeluaran  daerah dapat sesuai dengan tuntutan
kebutuhan masyarkat. Interpelasi dari kebutuhan ini ditentukan oleh
beberapa faktor antara lain; kontrol politik pusat terhadap dacrah,
tekanan ekonomi dan keuangan, faktor fisik dan demografis serta
ekspektasi dari masyarakat. Dalam konteks inilah dituntut adanya
kemampuan pimpinan Pemerintah Daerah untuk mengelola konflik
kepentingan yang timbul dalam proses penerimaan dan pengeluaran
daerah.

Dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan dacrah,
menurut Saragih, J.P (2003:87) ada beberapa hal yang harus diperhatikan,

baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, yakni sebagai berikut.

a. pembagian kekuasaan yang rasional diantara tingkat-tingkat
pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dana.

b. pembagian seluruh sumber dana yang ‘ddil ‘dan memadai untuk
membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi./penyediaan pelayanan, dan
pembangunan yang dilaksanakan. 6leh Pemerintah Daerah.

c. upaya fiskal oleh Pemerintah Daeraly untuk memungut pajak daerah
dan retribusi daerah sesvai dengan pembagian yang adil atas
seluruh beban pengeluaran Pemerintah Daerah dalam masyarakat.

7. Desentralisasi Fiskal
Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal menurut

Saragih, J.P (2003:83),adalah:
Suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih
tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi
atau, ‘tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan
banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan,
Jumlah bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab birokrasi di
Indonesia adalah sama diantara level Pemerintahan Kabupaten atau
Kota, serta diantara Pemerintah Provinsi. Namun dengan Otonomi
Daerah, kewenangan daerah Kabupaten atau Kota kini menjadi lebih
besar dibandingkan Provinsi atau Pusat. Bagaimana masing-masing
daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang
bersangkutan sesuai dengan kreatifitas, kemampuan organisasi
Pemerintah Daerah serta kondisi tiap daerah. Dalam melaksanakan
desentralisasi fiskal prinsip (rules) money should follow function
merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan
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dilaksanakan. Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang
pemerintah membawah konsekwensi pada anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan
keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan
Otonomi Daerah — pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari
pusat ke daerah. Artinya semakin banyak wewenang yang dilimpahkan,
maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh
daerah. Namun, dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi,
prinsip efisien juga menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan.
Anggaran untuk pejaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan
publik sedapat mungkin dikelola secara efisien, namun menghasilkan
output yang maksimal.

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. namun, komponen dana
perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah /yang penting
dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal dan
perimbangan merupakan inti dari desentralisasi ‘fiskal. Kebijakan
desentralisasi fiskal selalu berkorelasi derngan-persoalan kebijakan
nasional dalam APBN. Pengembangan-kons¢p desentralisasi fiskal
banyak tergantung kepada keputusan ‘politik pemerintah terhadap
APBN. Oleh sebab itu, kebijakarn déesentralisasi fiksal dalam
mendukung Otonomi Daerah juga‘sedikit banyak bergantung pada
kebijakan APBN dan kebijakan ekonomi makro.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41110.pdf

36
B. Kerangka Berpikir

Sumber-sumber PAD yang Potensial
1. Psjak
2. Retribusi
3. Perusahaan milik daerah &
pengelolaan kekayaan daerah lainnya
yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah

Struktur, Kontribusi dan
perimbangan keuangan
1. Desentralisasi Fiskal

Kinerja Penerimaan PAD
1. Efesiens}

PENINGKATAN PAD

Penyelenggaraan pémerintah efisien
& efektif

- Pelayanan masyarakat semakin baik
Peaksanaan pembangunan daerah
meningkat

- /Kesejahteraan masyarakat
meningkat

Gambar : 2.2 Kerangka Berpikir
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C. Defenisi Konsep dan Operasional

Untuk mempermudah penelitian, terutama untuk mendapatkan
data/informasi yang relevan dengan obyek penelitian, diperlukan adanya
batasan-batasan dari variabel yang akan diteliti. Prasetya Irawan (2005:46)
berpendapat bahwa “Variabel adalah sesuatu yang diteliti oleh seorang peneliti
atau seringkali diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai variasi nilai”.

Dalam penelitian ini digunakan variabel bebas (indevendent variable) dan
variabel terikat (devendent variable). Menurut Prasetya Irawan (2005:47)
“Variabel bebas adalah variabel yang direkayasa (dimanipulasi) untuk melibat
pengaruhnya terhadap variabel lain. Variabel ini disebat juga variabel pengaruh.
Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang menjadi sasaran dan rekayasa
atau manipulasi data variabel bebas:” Variabel ini disebut juga variabel
terpengaruh”.

Sesuai dengan obyek pénelitian, maka variabel-variabel yang akan diteliti
dalam penelitian ini yaitu:

1. variabel terikat(devendent variable)
- Otonemi Daerah
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

2. variabel bebas (indevendent variable)
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a. pendapatan daerah
Pendapatan Daerah adalah pendapatan Pemerintah Daerah, yakni berupa
keseluruhan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. pendapatan asli daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang benar-
benar dipungut dari daerah yang bersangkutan yang merupakan
akumulasi atas penjumiahan dari pungutan pajak daerah, r€iribusi daerah,
hasil dari perusahaan daerah dan sumber pendapatan daerah lainnya
yang sah.

¢. pajak daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib-yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan Kepala Daerah tanpa’imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan-peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan’ untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangutian. daerah.

d. retribusiidacrah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

e. dana perimbangan
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Dana perimbangan adalah semua pendapatan yang berasal dari anggaran
dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

f lain-lain pendapatan yang sah
Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal
dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

g. produk domestik regional bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai »dari seluruh
produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi

dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahuh,
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Burhan Bungin (2008:26), “Desain Penelitian adalah rencana
penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti”. Dalam penelitian ini digunakan
desain penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis menggabungkan penelitian
kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Tujuan menggunakan pendekatan
gabungan ini adalah untuk memberikan kejelasan maknadari-hasil penelitian.
Analisis kuantitatif barangkali kurang memberikan kejelasan makna, sedangkan
penelitian kualitatif untuk kasus penelitian ini kKurang'mampu memberikan data
berupa angka-angka, padahal dalam kasus penelitian ini membutuhkan dukungan
data, berupa angka-angka.

Dalam hubungannya dengan penelitian kualitatif, oleh Bogdan dan Taylor
(dalam Moleong (20023))~mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari-erang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ciri pokok dari
metode deskriptif adalah memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual
saat ini. Data yang telah dikumpulkan, lalu disusun, dianalisis, dijelaskan dan
kemudian disimpulkan”.

Jenis penelitian dan pendekatan ini, digunakan atas dasar pertimbangan
bahwa metode tersebut sangat relevan dengan variabel yang akan diteliti dan

juga akan sangat membantu mendapatkan data dan informasi yang obyektf

40
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dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan obyek
penelitian.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh unit organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang terkait dengan penyusunan dan
penetapan kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
serta unit organisasi perwakilan Pemerintah Pusat, yang menyediakan data
statistik, yang terdiri dari; Kantor Badan Pengelola Keuangan\Daerah, Kantor
Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton.

Unit analisis penelitian ini adalah lembaga/karena itu tidak secara otomatis
dapat menjadi responden penelitian (tidak dapat dilakukan pencarian data primer
secara langsung menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara), sehingga
diperlukan adanya responden yang dianggap mewakili lembaga tersebut, dalam
hal ini Kepala Badan Péngelola Keuangan Daerah dan Kepala Bidang Anggaran
pada Kantor Badan.Pengelola Keuangan Daerah untuk data/informasi yang
berkenaan dengan target dan realisasi APBD. Kepala Bappeda untuk
data/informasi yang berkenaan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah.
Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Sub Dinas Penerimaan pada Kantor Dinas
Pendapatan, yang berkenaan dengan data/informasi target dan realisasi

penerimaan PAD. Dan Kepala Kantor BPS Kabupaten Buton yang berkenaan
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dengan data/informasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta
data/informasi statistik lainnya.
C. Instrumen Penelitian
Data yang ingin dijaring dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan wawancara terhadap
informans, sedangkan data sekunder diperolah dari literatur-literatur yang terkait
dengan kajian penelitian. Data sekunder ini di jaring dengan menggunakan
instrumen pedoman review dokumen.
D. Prosedur Pengumpulan Data
Data pokok yang dijaring untuk mencapai tujuan.penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder dari tahun 2005 hingga tahun 2007, yang difokuskan
pada unsur-unsur yang berkaitan denga :.(1) Data PDRB Kabupaten Buton; (2)
Data realisasi anggara penerimdany pengeluaran/belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Buton; (3) Data_realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah
Kabupaten Buton; (4) Biaya<biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Buton dalam rangka penerimaan PAD; (5) Kabupaten Buton dalam
angka. Data, pokok tersebut dipillih dan dibatasi berdasarkan relevansinya
dengan tujuan pertanyaan dasar penelitian. Selanjutnya untuk memperkuat
perolehan data sekunder tersebut maka dilakukan wawancara dengan berbagai
informan antara lain; Kepala Dinas dan Kasubdin (Kepala Sub Dinas) Dinas
Pendapatan Daerah, Kepala Badan dan Kasubdin Anggaran Badan Pengelola

Keuangan Daerah, Kepala Kantor BPS, Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda
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Kabupaten Buton. Khusus untuk menjaring data-data penerimaan PAD, jenis
penerimaan lain-lain daerah, dilakukan wawancara dengan Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton sedangkan untuk data-data
penerimaan PAD, jenis penerimaan pajak dan retribusi serta biaya operasional
yang harus dilakukan dalam rangka pungutan PAD dilakukan wawancara dengan
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buton.
E. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif analitis dan deskriptif
analitis. Data yang telah dijaring dianalisa melalui beberapa tahap. Tahap awal
adalah seleksi data. Data tersebut lalu di kelompokkan;.diolah dan selanjutnya di
deskripsikan dengan menggunakan tampilan ‘berupa tabel. Tujuannya adalah
mendeskripsikan keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya
dengan suatu variabel, kegiatan ifi dilakukan setelah proses pengumpulan data
dan merupakan tahap analisis.yang sesungguhnya. Dengan metode analisa data
ini diharapkan peneliti’'mélakakan kesimpulan berupa proposisi yang berkaitan
dengan tujuan pernelitian, yaitu untuk mengetahui keadaan obyek PAD yang
dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah dengan menggunakan
formula sebagai berikut.
1. Sumber-sumber PAD yang Potensial
Untuk mengetahui sumber-sumber PAD yang potensial menurut PAU-
FE UGM (2000), diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang

didasarkan pada jumlah serta perkembangan tiap jenis sumber PAD.
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Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrikskan antara komposisi

penerimaan dan pertumbuhan penerimaan.

a. komposisi penerimaan; yaitu total hasil tiap jenis atau komponen sumber
pajak atau retribusi terhadap rata-rata hasil penerimaan seluruhnya.

b. pertumbuhan penerimaan; yaitu kenaikan hasil (perubahan penerimaan)
tiap komponen atau jenis sumber penerimaan pajak atau retribusi daerah
terhadap kenaikan atau pertumbuhan penerimaan pajak atau retribusi
seluruhnya.

Klasifikasi pajak dan retribusi, dapat dilihat pada tabel ‘berikut.

Tabel 3.1 Klasifikasi Pajak dan Retribusi

Komposisi | X1 nr X1
Pertumbuhan X = ) (Tinggi) X < 1 (Rendah)
%)% > 1 (Tinggi) Prima Berkembang
% <1 (Rendah) Potensial Terbelakang
(PAU FE-UGM, 2000}
Keterangan :

DX1 = Pertumbuhan tiap jenis pajak atau retribusi

DX «=\ Pertumbuhan seluruh penerimaan pajak/retribusi
X18 . ="Total hasil tiap jenis pajak/retribusi

X = Rata-rata scluruh penerimaan pajak/retribusi

2. Struktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Struktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Fisipol

UGM dan Depdagri (1991:15) dapat diketahui dengan menggunakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41110.pdf

45
indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). DDF antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dapat diukur dengan menghitung rasio (dalam
persen) antara PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian
laba usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap Total
Penerimaan Daerah (TPD). Sebagai perbandingan akan dianalisis derajat
desentralisasi fiskal perpajakan daerah, yaitu persentase bagi hasil pajak
pusat dan bukan pajak untuk daerah terhadap TPD kemudian sumbangan dan
bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan presentase dari,sambangan dan

bantuan Pemerintah Pusat terhadap TPD, yang formulasinya sebagai berikut :

- PAD . - BHP . - B
DDF TPD X 100%%; DDP ™D X 100%; DDB ™D X 100%

(FISIPOL UGM & DEPGARLI, 1991)

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Figkal

PAD = Pendapatan Asli'Daerah

TPD = Total Penefimaan Daerah

DDP = Derajat Desentralisasi Perpajakan Daerah

BHP = BagiHasil Pajak dan Bukan Pajak

DDB =, Derajat Desentralisasi Sumbangan atau Bantuan

B "\, = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemerintah Daerah

3. Kinerja Penerimaan PAD
Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja administrasi
penerimaan daerah menurut PAU FE-UGM (2000:22-23) yaitu :

a. Analisis Efisiensi
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Analisis ini digunakan untuk menilai efisiensi sumber-sumber

penerimaan daerah untuk membantu aparat pemerintah daerah dalam

menetapkan sasaran-sasaran yang penting, seperti berikut ini.

1) usaha peningkatan PAD yang realistis dengan mengurangi biaya
pengeluaran, diharapkan sumber-sumber pembiayaan tersebut
didapatkan dari penerimaan sumber-sumber yang bersangkutan.

2) meningkatkan kemampuan dan pemantauan serta pengawasan secara
lebih efektif dan efisien terhadap anggaran biaya ‘Operasional dan
pemeliharaan yang digunakan dalam pengelolaanjasa PAD.

3) meningkatkan PAD dalam mendanai~program-program investasi
pembangunan daerah. Pencapaian ketiga sasaran tersebut akan
berdampak positif pada pen€rimaan daerah yang antara lain dapat
meningkatkan tanggung\”jawab moril aparat pelaksana dan
memberikan dukunganterhadap program-program pembangunan
karena déngan analisis efisiensi dapat diketahui performance dari
sumber penerimaan tersebut.

Formulasi efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

Biaya Pemungutan PAD
Realisasi Penerimaan PAD
(PAU FE-UGM, 2000)

Efisiensi = X 100 %

b. Analisis Efektifitas.
Besaran ini mengukur hubungan antara hasil (realisasi) PAD terhadap

potensi PAD. Pada kasus ini potensi PAD diwakili (proxi) dengan data
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target. Apabila nilai rasionya sama dengan atau lebih dari 100%, maka
dapat dikatakan bahwa obyek pendapatan yang diteliti telah bekerja
secara efektif.

Formulasi hasil guna (efektivitas) yang digunakan dalam penelitian ini

adalah.
- Realisasi PAD )
Efektivitas = —5- 1o X 100 %
(PAU FE-UGM, 2000)

c. Analisis Elastisitas
Analisis ini digunakan untuk melihat derajat kepekaarn penerimaan PAD

terhadap perubahan PDRB dalam formulasi:

Ep = % Perubahan PAD
P % Perubahan PDRB
(PAU FE-UGM, 2000)
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada Bab-bab sebelumnya,
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. dari analisis data-data pengelolaan PAD, menunjukkan bahwa sember-
sumber PAD yang potensial untuk peningkatan penerimaanPAD Pemerintah
Kabupaten Buton adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah, disusul Retribusi
Daerah kemudian Bagian Laba Usaha Daerah ‘dan) yang terendah adalah
Pajak Daerah.

2. dari analisis sturktur dan kontribusi PAD dihubungkan dengan perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat.d¢éngan Pemerintah Daerah Kabupaten
Buton menunjukkan bahwastruktur dan kontribusi PAD terhadap APBD
tahun 2005 — 2007, masih sangat rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar
2,74 persen pertahun. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan
Pemerintah~Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton masih
tersentralisasi. Hal mana ditunjukkan oleb besarnya rasio sumbangan dan
bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap total penerimaan APBD, dengan
rata-rata penerimaan pertahun sebesar 97,26 persen. Dari realita ini
memberikan gambaran bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Buton kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi, atau dengan
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kata lain tingkat kemandirian daerah otonomi Kabupaten Buton masih sangat
rendah.

3. dari analisis kinerja penerimaén PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton,
menunjukkan bahwa tingkat efisiensi mencapai rata-rata sebesar 7,42 persen
pertahun dan tingkat efektivitas mencapai rata-rata sebesar 131,14 persen
pertahun serta tingkat elastisitas mencapai rata-rata sebesar 0,16 persen
pertahun.

B. Saran

i. terhadap penerimaan daerah yang potensial sebaiknya Pemerintah Daerah
Kabupaten Buton lebih mengintensifkan - dan’ ‘mengefektifkan lagi
pungutannya, terutama terhadap komponén/PAD pajak daerah, bagian laba
usaha daerah serta retribusi. Karena pada kenyataannya komponen-
komponen PAD tersebut terbukti selama kurun waktu tahun 2005 — 2007
cukup memberikan kontribusi-yang signifikan terhadap total penerimaan
PAD Kabupaten Butos.

2. untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam
aspek “Pendanaan” maka mungkin sudah saatnya bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Buton untuk berani mengambil langkah-langkah konkrit,
menggali sumber-sumber penerimaan PAD yang baru dengan menarik
investor masuk kedaerah ini untuk menanamkan investasinya dibidang
Pertambangan (minyak bumi, aspal, nikel, mangan, dan lain-lain) dan

dibidang Perikanan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, perbaikan
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regulasi dibidang investor serta peningkatan kualitas SDM. Karena dengan
adanya kegiatan investasi di kedua bidang tersebut, selain akan menggenjot
penerimaan PAD juga akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat
setempat.

3. berhubung dalam pengelolaan PAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton
berada pada posisi tingkat penerimaan PAD yang rendah, sementara disisi
lain menunjukkan adanya efisiensi, efektivitas dan elastisitas yang rata-rata
cukup baik setiap tahunnya maka hendaknya upaya optimalisasi penagihan
penerimaan PAD dilakukan secara kontinyu, baik dalam bentuk tim terpadu
maupun sencara instansional, disamping temus, dilaksanakan sosialisasi
ketentuan-ketentuan hukum yang baru serta peningkatan pengawasan baik
secara internal maupun secara ekSternal dengan tetap mempertahankan

efisiensi, efektivitas dan elastisitas yang telah dicapai selama ini.
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LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama
2. Pekerjaan / Jabatan
3. Instansi / Lembaga
B. DAFTAR PERTANYAAN
4. Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber penerimaannys

a. Menurut bapak/ibu, ada berapa jenis sumber-sumber penerimaan PAD
yang dikelola Pemerintah Daerah Kabapdten Buton setiap tahunnya sejak
tahun 2005 hingga tahun 2007 ini?

b. Dapatkah bapak/ibu memberikan penjelasan target dan realisasi setiap
jenis penerimaan PAD tersebut sejak tahun 2005 hingga tahun 2007?

c. Tahukan bapak/ibu, berapa besar biaya totalnya yang dialokasikan
Pemerintah.Daerah sebagai biaya operasional dan insentif ke setiap unit
kerja pengeiola penerimaan PAD tersebut setiap tahunnya?

d. Menurut bapak/ibu, apakah dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan
PAD sekarang ini, sudah baik dan efektif untuk terus menggenjot
penerimaan PAD dari tahun ketahun?

e. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber penerimaan PAD yang

sekarang ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton sebagai salah
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satu sumber Penerimaan Keuangan Daerah, dalam rangka membiayai
urusan rumah tangganya, sudah memadai atau dirasa tidak adil?

f. Menurut bapak/ibu, hambatan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah
Daerah Kabupaten Buton, dalam upaya peningkatan penerimaan PAD
setiap tahunnya?

g. Menurut bapak/ibu, dari sekian jenis pajak dan retribusi yang dipungut
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton saat ini, jenis pajak daerah dan
retribusi daerah manakah yang paling potensial untuk terus-di intensifkan
penerimaannya?

5. Keuangan Daerah

a. Dapatkan bapak/ibu memberikan “\penj€lasan mengenai strukiur
penerimaan APBD Kabupaten Buton sejak tahun 2005 hingga 2007?

b. Menurut bapak/ibu, dari struktur penerimaan APBD tersebut, ada berapa
besar kontribusi PAD setiap tahunnya?

c. Menurut bapal/iby, sekiranya potensi PAD yang ada sekarang terus di
intensifkafipenerimaannya dari tahun ketahun, apakah pada saatnya nanti
akari,Tnampu membiayai seluruh urusan Otonomi Daerah yang telah
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Buton, schingga tidak lagi
tergantung ke Pemerintah Pusat?

d. Menurut bapak/ibu, apakah kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dirasa adil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jika
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dikaitkan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini di
dalam menanggulangi seluruh  pembiayaan  penyeienggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya?

e. Apakah harapan bapak/ibu, terhadap Pemerintah Pusat dalam kaitannya
dengan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah, yang berlaku saat ini?

f. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan APBD setiap tahunnya oleh
seluruh SKPD yang ada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Buton,
sudah cukup efesien dan efektif?

6. Pembangunan Daerah

a. Dapatkan bapak/ibu menjelaskan, visilan ‘misi pembangunan Daerah
Kabupaten Buton, menurut Renicana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Buton.tahun 2007 — 2012?

b. Menurut bapak/ibu apakah visi dan misi pembangunan tersebut sudah di
jabarkan secara’ konkrit ke dalam kebijakan pembangunan daerah setiap
tahunnya?

c. Menurut bapak/ibu, dalam APBD setiap tahunnya alokasi untuk
pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sudah memadai atau tidak?

7. Perekonomian Masyarakat
a. Dapatkah bapak/ibu menjelaskan PDRB Kabupaten Buton menurut

Lapangan Usaha atas dasar harga konstan tahun 2005 hingga tahun 2007?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41110.pdf

b. Menurut bapak/ibu, sektor pembangunan manakah, yang paling banyak
kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Buton setiap tahunnya?

¢. Menurut bapak/ibu, sektor pembangunan manakah, yang semestinya
menjadi pusat perhatian Pemerintah Kabupaten Buton untuk di tangani
dalam rangka peningkatan PDRB dan income perkapita masyarakat
sehingga akan berdampak positif terhadap penerimaan PAD Kabupaten

Buton setiap tahunnya?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama ~: Rahim Udu, SE
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Buton.
3. Instansi/Lembaga : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
B. DAFTAR PERTANYAAN
4. Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber penerimaannya
a. Menurut bapak/ibu, ada berapa jenis sumber-sumber penérimaan PAD
yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.setiap tahunnya sejak
tahun 2005 hingga tahun 2007?
Jawaban :
Sumber Penerimaan PAD yang-dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten

Buton sejak tahun 2005 hingga 2007 ada 4 jenis yaitu :

Pajak Daerah

Retribusi Daetah

BagianLaba Usaha Daerah

Bain‘lain Pendapatan Asli Daerah

b. Dapatkah bapak/ibu memberikan penjelasan target dan realisasi setiap
jenis penerimaan PAD tersebut sejak tahun 2005 hingga tahun 2007?
Jawaban :
Target dan realisasi Sumber Penerimaan PAD sejak tahun 2005 - 2007

sebagai berikut :
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- Tahun 2005, Target Rp. 4.459.845.000,-, Realisasi Rp. 8.625.695.000,-
- Tahun 2006, Target Rp. 8.816.798.000,-, Realisasi Rp. 8.818.798.000,-
- Tahun 2007, Target Rp. 9.148.753.000,-, Realisasi Rp. 9.148.753.000,-

c. Tahukan bapak/ibu, berapa besar biaya totalnya yang dialokasikan
Pemerintah Daerah sebagai biaya operasional dan insentif ke setiap unit
kerja pengelola penerimaan PAD tersebut setiap tahunnya?

Jawaban :

Biaya operasional dan insentif pengelolaan penerim@an. PAD setiap
tahunnya ;

- Tahun 2005, Rp. 596.800.000,-

- Tahun 2006, Rp. 636.760.000,-

- Tahun 2007, Rp. 742.940.000,-

d. Menurut bapak/ibu, apakah derngan prosedur dan mekanisme pengelolaan
PAD sekarang ini, /Sudah baik dan efektif untuk terus menggenjot
penerimaan PAD ‘dari tahun ketahun?

Jawaban ;
Belum efektif, karena itu perlu adanya perbaikan secara terus menerus.

e. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber penerimaan PAD yang
sekarang ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton sebagai salah
satu sumber Penerimaan Keuangan Daerah, dalam rangka membiayai
urusan rumah tangganya, sudah memadai atau dirasa tidak adil?

Jawaban :
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Belum memadai dan dirasa tidak adil.

f. Menurut bapak/ibu, hambatan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah
Daerah Kabupaten Buton, dalam upaya peningkatan penerimaan PAD
setiap tahunnya?

Jawaban :
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam wupaya peningkatan

penerimaan PAD antara lain ;

Kualitas SDM masih rendah.

Sarana dan presarana penunjang operasicnal, sangaterbatas.

Pengawasan masih lemah.
- Dana Operasional terbatas.

g. Menurut bapak/ibu, dari sekian jenis pajak dan retribusi yang dipungut
Pemerintah Daerah Kabupaten/Buton saat ini, jenis pajak daerah dan
retribusi daerah manakéah.yang paling potensial untuk terus di intensifkan
penerimaannya?

Jawaban :

Jenis Pajak dan Retribusi yang paling potensial untuk di intensifkan
penerimaannya yaitu ;

- Pajak pengambilan bahan galian golongan C

- Pajak Reklame

- Pajak Hiburan

- Retribusi Jasa Usaha
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- Retribusi Jasa Umum

h. Dapatkah bapak/ibu, menjelaskan mengapa tingkat efektivitas
penerimaan PAD Kabupaten Buton tahun 2005 mencapai 193,415
persen?
Jawaban :
Terjadinya peningkatan Penerimaan PAD yang sangat besar (193,41
persen) pada tahun 2005, karena adanya perencanaan penerimaan PAD
(target) yang tidak rasional. Sebagai pejabat yang baru dipromosikan
menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah saat . itu\yang bersangkutan
merencanakan target penerimaan PAD jauh‘lebih kecil dari tahun
sebelumnya (2004), yang seimestinya “adalah target penerimaan PAD

tahun 2005 lebih besar atau paling tidak sama dengan target tahun 2004.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama : H. Kaharuddin Syukur, SE
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton.
3. Instansi/Lembaga : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Buton.
B. DAFTAR PERTANYAAN
4. Keuangan Daerah
a. Dapatkan bapak/ibu memberikan penjelasan mengenai struktur
penerimaan APBD Kabupaten Buton‘sejak tahun 2005 hingga 2007?
Jawaban :
- Struktur Penerimaan.APBD Kabupaten Buton sejak tahun 2005 -

2007 sebagai berikut.;

Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA)
2. “DBagian PAD

a, Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Bagian laba usaha daerah

d. Lain-lain pendapatan asli daerah
3. Dana perimbangan

a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

b. Dana Alokasi umum

c¢. Dana Alokasi khusus

d. Dana perimbangan dari propinsi
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4.  Lain-lain pendapatan yang sah
- Dana penyeimbangan

d. Menurut bapak/ibu, dari struktur penerimaan APBD tersebut, ada berapa
besar kontribusi PAD setiap tahunnya?
Jawaban :
Kontribusi PAD setiap tahunnya yaitu ;
- Pajak Daerah, tahun 2005 Rp. 598.500.000,-, tahun 2006
Rp. 519.816.000,-, dan tahun 2007 Rp. 814.120.000,-
- Retribusi Daerah, tahun 2005 Rp. 3.079.885.000,-; tahun 2006
Rp. 3.065.222.000,-, dan tahun 2007 Rp. 2.458.087.000,-
- Bagian Laba Usaha Daerah, tahun{2005 Rp. 485.000.000,-, tahun
2006 Rp. 887.860.000,-, dan tahun 2007 Rp. 1.260.000.000,-
- Lain-lain PAD, tahun, 2005 Rp. 4.462.310.000,-, tahun 2006
Rp. 4.345.900.000,+ dan tahun 2007 Rp. 4.616.526.000,-
¢. Menurut bapak/ibuy Sekiranya potensi PAD yang ada sekarang terus di
intensifkan peneritiaannya dari tahun ketahun, apakah pada saatnya nanti
akan mampu membiayai seluruh urusan Otonomi Daerah yang telah
menjadl” kewenangan Daerah Kabupaten Buton, schingga tidak lagi
tergantung ke Pemerintah Pusat?
Jawaban :

Belum bisa.
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d. Menurut bapak/ibu, apakah kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dirasa adil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jika
dikaitkan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini di
dalam menanggulangi  seluruh  pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di dacrahnya?

Jawaban :
Dirasa tidak adil.

e. Apakah harapan bapak/ibu, terhadap Pemerintah Pusat.dalam kaitannya
dengan kebijakan perimbangan keuangan-antara’ Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah, yang berlakt, saat ini?

Jawaban :

Diharapkan Pemerintah Pusat’ dapat meninjau kembali kebijakan
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku
saat ini. Sehingga kébijakan yang akan diambil berpihak kepada Daerah
Kabupaten/Keta.

f. Menurut\ bapak/ibu, apakah pelaksanaan APBD setiap tahunnya oleh
seluruh” SKPD yang ada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Buton,
sudah cukup efesien dan efektif?

Jawaban :

Cukup efesien dan efektif.
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g. Dapatkan bapak/ibu memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan
Penerimaan lain-lain PAD?
Jawaban :
Yang dimaksud Penerimaan lain-lain PAD, yaitu ; Deviden penyertaan
saham pada BPD, dana bagi hasil dari Provinsi (BPKB, pajak bahan
bakar kendaraan bermotor, pelayanan parkir dan pemanfaatan air bawah

tanah).
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama : Drs. H. La Hibu Tuwu, M.Si
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Buton.
3. Instansi/Lembaga : Bappeda Kabupaten Buton.
B. DAFTAR PERTANYAAN
4, Pembangunan Daerah
a. Dapatkan bapak/ibu menjelaskan, visi dan misi pembangunan Daerah
Kabupaten Buton, menurut Rencana Pembangunan-Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Buton tahun 2007 ~ 20122
Jawaban :
Visi dan Misi Pembangunan Daerab’ Kabupaten Buton, sesuai Rencana
Pembangunan Jangka Menengali (RPJM) tahun 2007 — 2012 sebagai
berikut ;
- Visi, TerwAijudnya Kabupaten Buton sebagai kawasan Bisnis dan
Budaya'terdepan.
- Misij (1) Misi pelayanan, (2) Misi peningkatan kualitas SDM, (3)
Misi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (4) Misi kesejahteraan
sosial dan budaya, (5) Misi pengawasan pemerintahan yang baik,

aparat yang bersih dan berbudaya.
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b. Menurut bapak/ibu apakah visi dan misi pembangunan tersebut sudah di
jabarkan secara konkrit ke dalam kebijakan pembangunan daerah setiap
tahunnya?

Jawaban :
Sudah di jabarkan secara konkrit melalui program/kegiatan pembangunan
tahunan.

c. Menurut bapak/ibu, dalam APBD setiap tahunnya alokasi untuk
pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sudah memadai atau-tidak?
Jawaban :

Untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktuf, setiap tahunnya, tetap

mendapat prioritas alokasi pendanaan.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama : Sunarno, SE
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala BPS Kabupaten Buton.

3. Instansi/Lembaga : BPS Kabupaten Buton.

B. DAFTAR PERTANYAAN

4. Perekonomian Masyarakat

a. Dapatkah bapak/ibu menjelaskan PDRB Kabupaten _Buton menurut

Lapangan Usaha atas dasar harga konstan tahun2005.hingga tahun 2007?

Jawaban :

PDRB Kabupaten Buton menurut/laparigan usaha atas dasar harga

konstan tahun 2005 — 2007 sebagai berikut ;

No. Lapangan Usaha 2005 2006 2007

1 2 3 4 5

1 |Pertanian, Peterriakafi, Kehutanan |  256.626.610 270.616.120 285.937.300
dan Perikanan

2 |Pertambangan dan Penggalian 13.596.760 17.804.900 21.243.600

3 |Industti,Pengolahan 41.038.000 42.174.240 44.580.650

4 |Listrik, Gas'& Air Bersih r 1.913.920 1.937.400 2.660.810

5 «Konstruksi/Bangunan 45.460.200 47.046.630 49.028.250

6 |Perdagangan, Hotel dan Restoran 91.162.370 104.381.030 109.524.650

7 |{Pengangkutan dan Komunikasi 15.141.270 15.940.150 16.192.850
a. Pengangkutan 12.462.770 13.104.020 13.358.820
b. Komunikasi 2.678.500 2.836.130 2.884.950

8 |Keuangan, Persewaan & 33.711.600 36.919.940 41.452.140
Jasa Perusahaan

9 }Jasa-Jasa 127.730.330 133.057.980 140.406.250
a. Pemerintahan Umum 123.870.800 128.986.980 135.455.720
b. Swasta 3.859.530 4.071.000 4.950.530
Produk Domestik Regional Bruto 626.381.060 669.878.390 711.077.420
PDRB Tanpa Migas 626.381.060 669.878.390 711.077.420
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b. Menurut bapak/ibu, sektor pembangunan manakah, yang paling banyak
kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Buton setiap tahunnya?
Jawaban : |
Sektor pembangunan yang paling banyak kontribusinya tethadap PDRB
Kabupaten Buton tahun 2005 — 2007 ada 5 (lima) yaitu ;

- Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, tahun 2005
(40,97%), tahun 2006 (40,40%), dan tahun 2007 (40,21%).

- Sektor Jasa, tahun 2005 (20,39%), tahun 2006 (19,86%), dan tahun
2007 (19,75%).

- Sektor perdagangan, hotel dan restoran, tahan 2005 (14,55%), tahun
2006 (15,58%) dan tahun 2007 (15,40%).

- Sektor konstruksi/bangunan,~tahun” 2005 (7,26%), tahun 2006
(7,02%) dan tahun 200746,89%).

- Sektor industri perigelolaan, tahun 2005 (6,55%), tahun 2006 (6,30%)
dan tahun 2007 (6,27%).

c. Menurut bapak/ibu, sektor pembangunan manakah, yang semestinya
menjddi‘pusat perhatian Pemerintah Kabupaten Buton untuk di tangani
dalam ‘rangka peningkatan PDRB dan income perkapita masyarakat
sehingga akan berdampak positif terhadap penerimaan PAD Kabupaten
Buton setiap tahunnya?

Jawaban :
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Sektor pembangunan yang semestinya menjadi pusat perhatian
Pemerintah Kabupaten Buton untuk di tangani dalam rangka peningkatan
PDRB dan income perkapita masyarakat, yaitu ;

- Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

- Sektor industri pengolahan.

- Sektor pengangkutan dan komunikasi.

- Sektor perdagangan, hotel dan restoran.

- Sektor listrik, gas dan air bersih.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL . Jend. A. YaniNa, 48 Yy Wex

\\~amp”

o .. Kendari 93117
Universitas Terbuka TeteponrF: 04135064 (mum)
Telepon + (0401) 44 (Kepala)
UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH KENDARI  ¢-Mait : ut-kendari®upbjj.ut.ac.id
Nomor : ?up o) /H31.48/KM/2009 9 Juni 2009
Lampiran : 1 (Satu) Proposal .
Hal . :  Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth.
Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Buton
Di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sechubungan dengan penyelesaian studi Tugas
Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi
Publik (MAP) Universitas Terbuka, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat tnemberikan izin
untuk melakukan penelitian di lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin kepada ‘mahasiswa tersebut
di bawah ini :

Nama : Abidin Baso

No. Stambuk : 014639104

Program Studi ~: Magister Administiiisi-Pblik (MAP)

Judul Penelitian K Pelaksanaan Qtonemi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab di

Kabupaten (Butcn (Suatu Studi Temang Pelaksanazm Otonomi
Daerah di Tinjau dari Aspek Pendapatan Asli Daerah)

Angkatan : 20072
Waktu Penelitian : Junis/d Agustus 2009

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja saranya diucapkan terima kasih.

-'.‘/

\ .o 5., Drs: Wa' an, uswanto M.Si

N w;?;.%w 950

.._:‘-_._.._....- _,--"
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PEMERINTAH KABUPATEN RUTON
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAB AT
JL. MUH. HUSNI THAMRIN NO.... & ( 0402) 2821192

BAU - BAU

Bau — Bau, 29 Mei 2009 -

Kepada
Nomor : 070/ 155 Yth. 1. Kepala DISPENDA Kab. Buton
Lampiran : - 2. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Buton
Perihal : Izin Penelitian 3. Kepala Bappeda Kabupaten Buton

4, Kepala BPS Kabupaten Buton

Masing - masing

Di—

Tempat

Dasar Surat Kepala UPBJJ-UT Kendari Nomor : 780/H31.48/KM/2009 tanggal
29 Mei 2009 tentang lzin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / kegiatan yang diajukan oleh yang
bersangkutan, maka dengan ini diharapkan kepada Saudara kiranya dapat menerima dan
memberikan data yang dibutuhkan untuk meneliti di Wilayah Saudara dalam rangka
penyusunan Tcsis kepada :

Nama : ABIDIN BASO
Tempat /tanggal lahir . Bacbunta, 6 Desember 1949
Jenis Kelamin . Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasgay, Sagjiana  Magister Administrasi
. Publik Unincrsitas ‘TerbuKa
Alamat : -JL R.AL Kartini No. 6 Kcle Wale Kota Bau - Bau
Judul . oo PELAKSANAAN OTONOMI LUAS, NYATA DAN
BERTANGGUNG JAWADB DI KABUPATEN BUTON
( SUATU STUDI TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI
) DAERAH DL TINJAU DAR! ASPEK PENDAPATAN
- ASLI DAERAH 97~
Waktu : Juni s/d{Agustus 2009
Lokasi : Lingk, Pemerintah Kabupaten Buton
Penanggung Jawab : Kepala WPBJJ-UT Kendari
Kepada yang bersangkutandberkewajiban :
1. Senantiasa menjagh /Kecamanan dan  ketertiban  scrta  mentaati Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakankegiatan lain yang bertentangan dengan kegiatan semula.
. 3. Dalam setiap ‘kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan
Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di Daerah setempat.
5. Setelah pelaksanaannya agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Buton
Up. Ka Badan Kesbang Politik dan Linmas.
Demikian untuk dimaklumi dan diharapkan bantuan seperlunya.
== a.n. BUPATI BUTON
R POLITIK DAN LINMAS
-
v ‘
I BAHTIAR, S.Pd '
PEMBINA, 1V/a
IP. 132105751 )
Tembusan : .

1. Buapti Buton ( sebagai Laporan) di Pasarwajo ;

2. Kapolres Buton di Pasarwajo ;

3. Kepala UPBJJ-UT Kendari di Kendari ;

4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya ;

5.Arsip.
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